ABSTRAK

Sengketa agraria yang melibatkan antara TNI AD dengan masyarakat petani
Urutsewu, Desa Setrojenar, Kabupaten Kebumen merupakan permasalahan yang
kompleks dan berkepanjangan. Konflik berawal karena adanya dualisme klaim
kepemilikan tanah masyarakat berdasarkan bukti C Desa dan kebiasaan secara turun-
temurun, sementara pihak TNI AD mengkalim tanah Urutsewu sebagai aset negara
berdasarkan status tanah “Government Ground” warisan dari kolonial Belanda.
Konflik memanas dikarenakan adanya dugaan perluasan zona militer secara sepihak
oleh TNI AD dari 500 meter menjadi 1000 meter dan kerusakan lahan pertanian.

Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif
analitis  untuk menganalisis proses mediasi serta peran dari Kantor
PertanahanKabupaten Kebumen dalam menyelesaikan sengketa di tanah Urutsewu.
Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pejabat Kantor
Pertanahan Kabupaten Kebumen, Kepala Desa Setrojenar dan masyarakat terdampak,
sedangkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, dan
dokumen resmi.

Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen masih kurang optimal
dikarenakan bersikap pasif setelah kegagalan mediasi yang dilakukan dan
menyerahkan penyelesaian kepada para pihak dan putusan pengadilan. Kantor
Pertanahan Kabupaten Kebumen terjebak antara mencatat administrasi negara atau
melindungi hak masyarakat yang tercatat dalam C Desa. Ketidakhadiran aktif
mengakibatkan terhambatnya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
karena tidak terpenuhinya proses “Clear and Clean”, yang mengakibatkan status tanah
hingga saat ini masih belum terdaftar sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum
bagi masyarakat petani.

Perlu adanya perubahan “Momerandum of Understanding” (MoU) menjadi
akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum, peran aktif dari Kantor Pertanahan
Kabupaten Kebumen untuk melakukan pendaftaran tanah, dan audit secara transparan
tentang luas lahan untuk mencegah sengketa di kemudian hari.
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